




Penelitian ini dilaksanakan tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu.
Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat dijadikan bahan
pertimbangan dan kajian serta sebagai bahan perbandingan yang nantinya
akan digunakan untuk melihat kekurangan atau kelebihan yang sudah ada.
Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan
problematika pembangunan Desa Wisata, dengan harapan dapat menjadi
gambaran peneliti dalam melakukan penelitian yang serupa.
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu





















Pada penelitian yang dilakukan oleh Abd Ghofur menggunakan penelitian
studi kasus yang menyelidiki fenomena kehidupan nyata. Fokus penelitiannya
adalah untuk menelaah secara mendalam kebijakan pembangunan Rupat dan
pemberdayaan masyarakat suku akit.  Sedangkan dalam penelitian ini tidak
menggunakan penelitian studi kasus, tetapi memakai deskriptif analisis dan
berfokus pada problematika pembangunan desa wisata.
Nama Peneliti Judul Peneliti Hasil Peneliti
Made Pujiwiyasnawa a,














kabupaten bangli yang kuat, dipayungi
oleh tradisi, adat







Pada penelitian yang dilakukan oleh Made Pujiwiyasnawa a, I Gusti Agung
Oka mahagangga a berfokus pada perawatan infrastruktur, penyamaan visi
dan mis desa wisata, belum memiliki ikon sovenir dan pemasaran terjadi,
karena masyarakat lokal masih bertumpu kepada spontanitas yang tidak lepas
dari nilai-nilai budaya lokal yang mentradisi. Sedangkan dalam penelitian ini
berfokus pada apa yang menjadi problem pembangunan desa wisata.



















Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Lailatul Musyafa’ah adalah tidak
bisa mengelola sampah dan kesehatan. Pemanfaatan sampah yang
ditimbulkan oleh masyarakat kurang maksimal.  Sedangkan dalam penelitian
ini tidak hanya berfokus kepada pemanfaatan sampah.





















Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Mujanah, Tri Ratnawati, Sri
Andayani adalah menggunakan jenis penelitian descriptive Explanatory
research yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik
wawancara dan diskusi. Penelitian ini mencari informasi tentang masalah
yang berupa fakta pada objek penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini
menggunakan deskriptif analisis dan menggunakan metode wawancara serta
observasi.
Sumber : Diolah dari peneliti (2021)
2.2. Konsep & Ruang Lingkup Problematika
Problematika berasal dari bahasa Inggris “problematic” yang berarti
masalah atau persoalan. Problematika berasal dari kata problem yang dapat
diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah
suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah
merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan
dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal.
Menurut Syukir problematika adalah suatu kesenjangan yang mana
antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau
dapat diperlukan. Terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata
Problematika berarti masih menimbulkan masalah, hal-hal yang masih
menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.Jadi, yang
dimaksud dengan problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih
belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi
terhambat dan tidak maksimal.
2.3 Konsep & Ruang Lingkup Pembangunan
Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa
akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan
sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat
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bergerak maju atu kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur
sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepkan sebagai usaha pemerintah
belaka. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha
yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum
atau baru berkembang. Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul: 2004:89)
pembangunan adalah apabila peningkatan perekonomian masyarakat
keterbelakang setiap tahunnya cukup tinggi, maka masyarakat tersebut dapat
dinilai berhasil dalam proses pembangunan. (Rochajat,dkk: 2011:3) Di
bidang sosial, masyarakat dapat melakukan pembangunan dan pembinaan
secara kondusif terhadap diri sendiri dengan mengembangkan nilai dan sikap
masyarakat. Keinginan usaha yang sifatnya produktif dapat menjadi motivasi
bagi masyarakat. Energi positif dari masyarakat dapat dikembangkan sebagai
proses pendewasaan bagi masyarakat.
Untuk mencapai “kehidupan yang lebih baik” masyarakat harus memiliki
tiga tujuan inti sebagai berikut (Todaro, 2000: 28) : a. Meningkatan
ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan
pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan
keamanan. b. Meningkatan standar kehidupan yang tidak hanya berupa
meningkatan pendapatan tetapi juga penambahan penyediaan lapangan kerja,
perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai
kultural dan kemanusiaan, yang semua itu tidak hanya untuk memperbaiki
kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi. c.
Perluasan pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu secara
keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari sikap ketergantungan,
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bukan hanya terhadap orang atau negara, bangsa lain, namun juga terhadap
setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan
mereka.
Pembangunan mempunyai pengertian dinamis, maka tidak boleh dilihat
dari konsep yang statis. Pembangunan juga mengandung orientasi dan
kegiatan yang tanpa akhir. Proses pembangunan merupakan suatu perubahan
sosial budaya. Pembangunan menunjukkan terjadinya suatu proses maju
berdasarkan kekuatan sendiri, tergantung kepada manusia dan struktur
sosialnya. Pembangunan tidak bersifat top-down, tetapi tergantung dengan
“innerwill”, proses emansipasi diri. Dengan demikian, partisipasi aktif dan
kreatif dalam proses pembangunan hanya mungkin bila terjadi karena proses
pendewasaan.
Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua
paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin
1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup
teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan
teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses
perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan
(under-development) ketergantungan (dependent development) dan sistem
dunia (world System theory) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994).
Sedangkan Tikson (2005) membaginya ke dalam tiga klasifikasi teori
pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari
berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang
pengertian pembangunan. Secara sederhana pembangunan sering diartikan
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sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena
perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan
semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan
adalah juga pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya hingga saat ini
belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi
tersebut. Akan tetapi untuk dapat membedakan keduanya tanpa harus
memisahkan secara tegas batasannya.
Ada beberapa pengertian mengenai Pembangunan Wisata Berbasis
Masyarakat. Madiun (2008: 54) mendefinisikan pembangunan wisata
berbasis masyarakat dapat sebagai sebuah aktivitas masyarakat lokal untuk
mempromosikan berbagai nilai dan menciptakan suatu masyarakat yang diisi
dengan energi dengan memanfaatkan alam, budaya, sejarah, industri, orang-
orang yang mempunyai bakat, dan sumber-sumber daya lainnya secara penuh.
Pembangunan wisata berbasis masyarakat menginginkan seluruh komponen
dan anggota masyarakat untuk berpikir, berdiskusi, dan mengambil tindakan-
tindakan nyata.
Faktor kunci pembangunan wisata berbasis masyarakat adalah menjaga
keseimbangan dan kesesuaian di antara lingkungan hidup, berbagai sumber
dan kepuasan pengunjung melalui inisiatif masyarakat lokal. Pembangunan
wisata berbasis masyarakat dalam berbagai bidang membutuhkan syarat
mutlak, yaitu masyarakat sebagai pelaku pembangunan harus menguasai
substansi pembangunan yang akan dilaksanakan. Pemahaman konsep
pembangunan wisata sangat penting artinya bagi masyarakat yang akan
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melaksanakan pembangunan, sebagai persiapan diri untuk melaksanakan
pembangunan tersebut.
2.4 Konsep & Ruang Lingkup Desa Wisata
Menurut Priasukmana & Mulyadin (2001), Desa Wisata merupakan suatu
kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang
mencerminkan keaslian pedesaaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial
budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur
tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan
menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai
komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman,
cindera-mata, dan kebutuhan wisata lainnya.
Desa wisata merupakan wilayah pedesaan yang mempunyai ciri khas
tersendiri untuk dijadikan daerah tujuan wisata. Masyarakat desa meliki
tradisi dan budaya kearifan lokal yang masih sangat kental dengan nenek
moyang. Selain itu, desa wisata memiliki makanan yang khas dari daerah
tersebut, memiliki mata pencaharian sebagai petani dan sosial budaya
masyarakat turut ikut serta mewarnai kawasan desa wisata. Sunber daya alam
dan lingkungan desa masih tetap terjaga dan asri yang belum tercampur
dengan polusi udara lain, karena itu menjadi faktor penting dalam kawasan
desa wisata.
Pembangunan desa wisata memiliki keunikan yang memiliki syarat yaitu
fasilitas penunjang agar dapat dikatakan sebagai kawasan tujuan wisata yang
bagus dan nyaman untuk wisatawan. Berbagai fasilitas yang memadai untuk
para pengunjung desa wisata dalam melakukan aktifitas wisata antara lain :
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sarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan dan akomodasi. Untuk sarana
akomodasi, desa wisata perlu menyediakan penginapan seperti home stay
sehingga pengunjung bisa melihat dan merasakan desa yang masih sejuk dan
asri.
Adapun fungsi desa wisata menurut Priasukmana dan Mulyadin (2001),
sebagai berikut, yaitu: 1) Akses menuju desa wisata baik, sehingga mudah
untuk dikunjungi wisatawan dengan menggunakan transportasi, 2) Kawasan
wisata yang menarik seperti alam, seni budaya, legenda, makanan lokal dan
objek yang dapat dikembangkan di kawasan wisata, 3) Aparatur desa dan
masyarakat desa dapat menerima dan memberikan dukungan kepada desa
wisata , 4) Desa wisata yang aman untuk pengunjung yang datang, 5) Desa
menyediakan akomodasi, telekomunikasi dan tenaga kerja yang profesional,
6) Memiliki suasana yang sejuk dan asli desa, 7) Masyarakat luar kota sudah
terlebih dahulu mengenal dan memiliki hubungan dengan objek wisata
Adapun manfaat dari pembangunan desa wisata adalah sebagai berikut :
- Ekonomi, perekonomian masyarakat dapat meningkat
- Sosial, adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa serta
membuka lapangan usaha bagi masyarakat yang ingin berjualan.
- Politik, dapat memperkokoh serta adanya gotong royong
masyarakat desa agar mampu mendukung adanya desa wisata.
- Pendidikan, adanya desa wisata mampu menjadikan orang-orang
desa berwawasan luas serta dapat menjaga lingkungan dan
kesehatan masyarakat desa.
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- Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan wawasan
ilmu yang luas dan bidang pariwisata dalam teknologi saat ini
- Sosial budaya, dengan adanya desa wisata kebudayaan asli daerah
dapat dilestarikan dengan tanpa menghilangkan kebudayaan asli
daerah
- Lingkungan, dengan adanya desa wisata masyarakat dapat
memelihara dan menjaga lingkungan desanya.
Dalam mengembangkan desa wisata dengan melihat manfaat diatas,
maka akan tercapai keinginan dan dukungan dalam pembangunan desa
wisata. Oleh sebab itu, banyak dukungan yang perlu dilibatkan dalam proses
perkembangan desa wisata yaitu :
1. Pengembangan Sumber daya manusia (SDM)
Pengembangan sumber daya manusia (SDM), dapat melalui
pendidikan, pelatihan, seminar pariwisata dan forum diskusi di bidang
kepariwisataan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan
pelatihan yang diberikan oleh pihak generasi muda bagaimana
menerima dan melayani wisatawan dengan baik, keikutsertaan
penduduk setempat pada seminar atau diskusi dalam rangka
menambah pengetahuan untuk kegiatan usaha yang mereka lakukan
seperti membuat kerajinan, industri rumah tangga, pembuatan
makanan lokal, dan lain sebagainya.
2. Kemitraan
Di bidang pariwisata yang perlu dilihat adalah akses jalan, media
promosi, pelatihan, dan lain-lain harus melakukan kerjasama dengan
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pihak pengurus desa wisata dengan dinas terkait agar terjadi suatu
kegiatan yang saling menguntungkan.
3. Kegiatan pemerintahan di desa
Upacara hari besar dan pameran wisata yang kegiatannya dilakukan
oleh pemerintah desa dapat dilaksanakn di tempat desa wisata. Agar
masyaraakat luar lebih mengenal pariwisata yang ada di desa.
4. Promosi
Promosi sangat penting untuk pembangunan desa wisata. Karena
dengan promosi masyarakat dapat mengenal pariwisata yang ada di
desa. Setiap desa harus memiliki berbagai media sosial yang mampu
dijangkau atau dilihat oleh masyarakat luas. Media promosi dapat
meliputi Webiste, Youtube, Instagram, dll. Sehingga masyarakat
bahkan media cetak atau media elektronik akan tertarik untuk meliput
desa wisata tersebut.
5. Festival/Pertandingan
Kegiatan olahraga dan kesenian yang digemari oleh anak remaja dapat
diadakan secara rutin di desa wisata agar wisatawan atau masyarakat
desa ikut dalam kegiatan tersebut serta mendukung kegiatan yang
diadakan oleh desa.
6. Membina organisasi masyarakat
Potensi masyarakat perlu didukung dan dikembangkan untuk
memajukan desa wisata. Tujuannya adalah untuk mengeratkan tali
persaudaraan masyarakat desa serta adanya gotong royong yang
merupakan adat istiadat yang ada di desa. Karena banyak penduduk
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desa yang lebih memilih untuk merantau ditempat lain untuk mencari
pekerjaan.
Untuk memperkenalkan obyek dan tujuan wisata di suatu desa wisata,
dapat membangun fasilitas dan kegiatan wisata sebagai berikut : 1) Ramah
lingkungan, yaitu membuat hunian untuk wisatawan yang ingin bermalam di
desa wisata. 2) Rekreasi lingkungan, yaitu kegiatan yang bisa dilakukan
wisatawan yang datang untuk melihat pertunjukan kesenian lokal, bercocok
tanam, melihat situasi dan pemandangan desa dengan melakukan jalan-jalan
di desa, serta memancing ikan di kolam yang sudah disediakan oleh pihak
pengelola desa wisata. 3) Pendidikan lingkungan, yaitu mendidik wisatawan
mengenai pendidikan lingkungan dan memperkenalkan flora dan fauna yang
ada di desa. 4) Penelitian lingkungan, yaitu meneliti flora dan fauna yang ada
didesa, dan mengembangkan produk yang dihasilkan di desa tersebut.
5) Energi ramah lingkungan, yaitu dapat melihat sumber energi tenaga air
dan tenga surya di desa wisata yang ada. 6) Pengembangan lingkungan, yaitu
wisatawan dapat menanam jenis tanaman dan pohon ditempat yang telah
disediakan. 7) Promosi lingkungan, yaitu mempromosikan kegiatan yang ada
di desa wisata melalui koran atau media online.
Desa wisata adalah suatu rangkaian aktivitas pariwisata yang memiliki
keindahan alam dengan mencerminkan keaslian desa serta tidak
meninggalkan suatu bentuk tatanan kehidupan sosial budaya ekonomi dan
adat istiadat yang sudah menjadi kegiatan keseharian masyarakat. Suatu desa
dapat dimanfaatkan berdasarkan kemampuan potensi masyarakat yang dapat
dikembangkan agar tercipta produk wisata lokal (www.wikipedia.org,2010).
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Selain itu Nuryanti (1993) mengungkapkan desa wisata adalah masyarakat
desa yang dapat menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku di
kehidupan masyarakat yang berbentuk akomodasi, atraksi dan fasilitas
pendukung yang dapat disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat.
Ditjenpar (1999) dalam Arlini (2003) desa wisata merupakan adanya atraksi
wisata, fasilitas penunjang, cinderamata dan penginapan yang terdapat di desa
mampu menjadikan wisatawan tertarik untuk mengunjungi desa wisata
dengan menawarkan suatu pemandangan yang mencerminkan keaslian desa,
arsitektur bangunan dan tata ruang desa, serta adanya potensi masyarakat
yang dapat dikembangkan di berbagai komponen kepariwisataan.
Menurut Nuryanti (1993) terdapat tiga Komponen Utama Desa Wisata,
yaitu :
1. Akomodasi, fasilitas hunian untuk wisatawan dan transportasi yang
ada di wilayah sekitar tempat tinggal para penduduk.
2. Atraksi, adanya partisipasi dari masyarakat setempat dengan
mengadakan kegiatan yang spesifik agar wisatawan saat datang ke
lokasi desa wisata dapat menarik wisatawan datang kembali.
3. Keindahan alam, keunikan dan kelangkaan desa wisata itu sendiri.
Pembangunan desa wisata perlu dipahami dari awal yaitu pemahaman
penduduk desa tidak sebagai subyek pasif melainkan sebagai subyek aktif.
Karena dukungan yang diberikan oleh masyarakat desa sangat penting untuk
pembangunan desa wisata. Obyek merupakan desa sebagai tujuan kegiatan
wisata, sementara subjek merupakan penyelenggara kegiatan yang dilakukan
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oleh desa dan akan dinikmati oleh masyarakat luas secara langsung dan
berperan aktif dalam penentuan kelangsungan pembangunan wisata
(Soebagyo, 1991 dalam Raharjana, 2005). Dalam melaksanakan kegiatan
pariwisata yang menyangkut komunitas khususnya sebagai pengembangan
desa wisata, terdapat beberapa persoalan yang dapat dipertimbangkan adalah
partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan yang harus disepakati oleh
pihak desa dan masyarakat, serta pembangunan potensi wisata dengan
dibantu masyarakat.
Saat merancang untuk membangun desa menjadi desa wisata terdapat
dua pendekatan yaitu :
1. Pendekatan dengan Target Pasar di Desa Wisata
a. Interaksi secara tidak langsung
Pendekatan interaksi tidak langsung kepada wisatawan dapat
memanfaatkan interaksi melalui media tulis atau media baca tentang
desa wisata, keseharian yang terdapat di desa wisata, bangunan
sejarah serta sosial budaya desa.
b. Interaksi setengah langsung
Model pendekatan interaksi setengah langsung yang berbentuk
perjalanan satu arah yang dilakukan oleh wisatawan yaitu makan dan
mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, setelah itu
wisatawan kembali ke tempat penginapan.
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c. Interaksi langsung
Model pendekatan interaksi langsung memungkinkan untuk
wisatawan bermalam di desa. Dengan dampak yang terjadi dapat
memberikan daya tarik wisatawan dan potensi yang ada di desa
wisata.
2 Pendekatan Langsung untuk Pengembangan Desa
Aktivitas konservasi yang dilakukan dalam pendekatan ini secara
umum dapat dikembangkan oleh desa dengan melalui dibidang sektor
pariwisata.
a. Untuk pengeluaran biaya perawatan rumah yang memiliki konsep
budaya serta arsitektur bangunan yang akan diubah menjadi fungsi
sebagai museum desa yang dulunya sebagai tempat tinggal.
b. Fasilitas wisata yang disediakan oleh desa adalah lahan yang baru
untuk tempat perkembangan potensi masyarakat desa sebagai
tempat kunjungan wisatawan.
c. Penduduk desa dapat mengembangkan bentuk akomodasi di
wilayah desa wisata tersebut.
Dampak sosial ekonomi yaitu dapat mempengaruhi sosial ekonomi
yang berarti memberikan perubahan yang timbul akibat adanya kegiatan
yang mempengaruhi lingkungan sosial ekonomi, seperti kesempatan kerja,
pendapatan dan kesejahteraan. Hubungan sosial merupakan hubungan
antar individu atau masyarakat dengan melihat kondisi dimana yang
didasari dengan nilai atau simbol. Dalam waktu tertentu, hubungan sosial
yang ada akan mudah terbentuk jika dari interaksi sosial antar masyarakat
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dan kelompok masyarakat dalam komunitas. Terjadinya suatu interaksi
sosial di masyarakat dapat dipengaruhi dari keadaan lingkungan yaitu
lingkungan fisik dan lingkungan sosial.
Adapun hambatan desa untuk menjadi desa wisata yaitu hambatan dari
budaya, sumber daya manusia yang rendah, pengetahuan dan kesadaran
penduduk setempat rendah tentang pariwisata. Cara yang perlu dilakukan
oleh pemerintah untuk mengantisipasi hambatan ini yaitu :
1. Pembangunan pariwisata memberikan peluang bagi masyarakat yang
mempunyai potensi untuk dikembangkan
2. Pemberian dana kepada desa, memperkuat potensi desa, serta mampu
mengembangkan potensi masyarakat agar lebih mandiri.
3. Pemerintah memberikan dukungan serta kontribusi kepada desa secara
maksimal
4. Keinginan dan pemikiran masyarakat yang harus diterima oleh pihak
desa
5. Desa wisata dalam pembangunan bisa mengeluarkan produk sendiri
sebagai modal dasar masyarakat untuk perencanaan dan pemasaran
produk, sehingga dapat menciptakan kestabilan dan ketahanan ekonomi
desa.
Pembangunan desa wisata yang berproses mulai dari nol hingga
pengembangannya perlu dikuatkan dengan daya dan upaya yang diberikan
oleh masyarakat desa serta 4 faktor yang harus dipenuhi. Berikut 4 faktor
suksesnya pembangunan desa wisata yang perlu dipenuhi dan sangat
berpengaruh terhadap keberlangsungan desa wisata tersebut.
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1. Sumber Daya Manusia Yang Kompeten
Salah satu faktor suksesnya pembangunan desa wisata adalah
Sumber Daya Manusia yang dituntut bukan hanya dalam kuantitas
namun juga kualitas dalam pengembangan desa wisata. Oleh karena
faktor suksesnya pembangunan desa wisata adalah kualitas SDM
yang mengelola, maka perlulah adanya peningkatan mutu SDM di
desa. Peningkatan mutu tersebut dapat berupa pelatihan pemahaman
tentang desa wisata, hingga seminar singkat manajemen. Dengan
demikian, tata kelola desa wisata dapat dibangun dengan sebuah
sistem yang solid yang dapat terus dikembangkan.
2. Pengelolaan Desa Wisata
Faktor suksesnya pembangunan desa wisata yang kedua adalah
pengelolaan desa wisata. Dalam hal ini sangat sulit rasanya apabila
faktor pertama yakni SDM belum dapat dipenuhi. Namun dengan
adanya peningkatan mutu SDM, maka bisa berimbas pada
pengelolaan atau manajemen desa wisata yang baik dan tentu saja
bermanfaat bagi penduduk sekitar terlebih dahulu. Pengelolaan desa
wisata sebagai faktor suksesnya pembangunan desa wisata juga tak
lepas dari tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut.
Jangan sampai pengelolaan tersebut hanya menguntungkan pihak
tertentu saja yang mana mungkin pihak tersebut adalah pihak dari
luar. Itulah mengapa pengelolaan desa wisata ini perlu ditunjang
juga oleh SDM yang kompeten.
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3. Promosi dan Pemasaran
Setelah dua faktor sebelumnya, akan sia-sia bila faktor suksesnya
pembangunan desa wisata yang ketiga ini tidak dapat dilaksanakan
dengan baik. Faktor ketiga tersebut adalah promosi dan pemasaran
dari produk desa wisata yag telah dikelola. Promosi dan pemasaran
desa wisata haruslah fokus dan selektif agar tercapai tujuan promosi
tersebut. Faktor suksesnya pembangunan desa wisata dalam hal
promosi dan pemasaran tersebut bisa dilakukan melalui media online
seperti website, media sosial dan lain-lain hingga offline seperti
pemasangan iklan atau pengadaan event-event tertentu. Inilah alasan
lain mengapa perlu adanya peningkatan mutu SDM agar dapat
meningkatkan pengelolaan desa wisata.
4. Orientasi Investasi Pada Aset Lokal
Dukungan terhadap aset lokal akan memberikan dampak positif bagi
desa. Yang pertama secara ekonomi akan meningkatkan pendapatan
warga desa sekitar dan yang kedua adalah mengurangi biaya
pengeluaran karena mengutamakan kesejahteraan desa. Aset lokal
yang menjadi faktor suksesnya pembangunan desa wisata dalam
meningkatkan kesejahteraan warga desa dapat berupa produk-produk
bumi seperti hasil pertanian atau perkebunan. Produk bumi ini juga
bisa menjadi ciri khas yang dapat dipromosikan dan dipasarkan di
luar dengan brand dari khas desa yang menguatkan nama desa wisata
di kalangan masyarakat. Itulah 4 faktor suksesnya pembangunan
desa wisata yang perlu untuk dipenuhi sebelum desa dikembangkan
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ke tingkat selanjutnya sebagai desa wisata yang maju. Tanpa adanya
pemenuhan ke 4 faktor tersebut, dikhawatirkan kesejahteraan dari
desa wisata tidak dapat dirasakan oleh warga desanya sendiri atau
bahkan nantinya malah dirasakan oleh pihak luar.
Lahirnya UU No 6 tahun 2014 tentang desa, telah menerbitkan harapan
baru bagi desa. Harapan itu  adalah desa mampu untuk mengembangkan
potensi yang dimilikinya sebagai bentuk usaha produktif guna meningkatkan
kemakmuran warganya. UU mengamanatkan setiap desa di Indonesia ke
depan harus memiliki Badan Usaha Milik Desa yang memiliki tugas untuk
menjalankan usaha yang bersifat produktif, sehingga dapat memakmurkan
desa. Usaha yang dikembangkan adalah usaha yang tercipta dari potensi yang
dimiliki setiap desa. Bagi desa-desa yang mempunyai potensi besar dalam
bidang pariwisata dapat dijadikan sebagai desa wisata.
2.5 Konsep & Ruang Lingkup Pemberdayaan
Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan dengan
upaya memberdayakann kelompok yang dinilai lemah dan rentan dengan
kemiskinan sehingga mereka dapat memiliki kemampuan dan kekuatan serta
bisa lepas dari keterpurukan, ketinggalan dan keterbelakangan. Dengan
demikian keinginan mereka untuk bisa menjadi kelompok yang maju, mandiri
dan dapat terpenuhi segala kebutuhannya. Kata pemberdayaan biasanya juga
dikenal dengan pembangunan, namun keduanya memiliki arti yaitu
perubahan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik di segala bidang.
Rappaport (1984) menjelaskan pemberdayaan adalah masyarakat akan dapat
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memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melalui proses atau tahapan dengan
menggunakan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat merupakan
upaya untuk  membangun daya, dengan cara: a) mendorong, b) memotivasi
dan c) membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya
untuk mengembangkannya. Pemberdayaan hendaknya tidak menjebak
masyarakat dalam perangkap ketergantungan, pemberdayaan sebaliknya
harus mengantarkan pada proses kemandirian (Winarni, 1998). Sementara itu
menurut Osmani (2000) mengartikan pemberdayaan adalah dalam kegiatan
yang berkaitan dengan pemerintahan masyarakat dapat menciptakan kondisi
mereka untuk menyampaikan suatu keinginan mereka. Pemberdayaan
mempunyai tujuan sebagai berikut :
1. Masyarakat lebih memiliki kekuasaan untuk kehidupannya kelak.
2. Agar masyarakat tidak bergantung kepada orang lain dalam
memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena pemberdayaan masyarakat
dilakukan untuk masyarakat yang ingin dan mampu unuk keluar dari
zona nyaman kehidupannya dalam lingkup ekonomi agar dapat
keluar dari kata kemiskinan.
3. Kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dapat dilakukan ke
semua aspek dalam semua kegiatan yang diciptakan dengan suatu
perubahan kearah yang lebih baik.
4. Pemberdayaan masyarakat dapat dicapai secara mandiri dengan
proses perilaku perubahan dalam masyarakat dengan adanya
keinginan etos kerja yang tinggi, hemat, efisien serta mengapresiasi
prinsip keterbukaan dalam diri sendiri.
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Aspek yang di bahas dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu
pemberdayaan yang terkait dengan kebijakan yang telah digunakan untuk
pedoman pelaksanaan pemberdayaan serta menyeluruh sehingga sasaran yang
dapat di capai dalam proses memberdayakan kelompok yang dinilai rentan
dengan masalah kemiskinan bisa diatasi. Untuk mengahadapi tantangan yang
beragam bentuk, maka kebijakan yang perlu diambil dan tepat sasaran akan
menghasilkan suatu keinginan yang dapat terwujud.
Menurut Dahana dan Bhatnagar (1980) bahwa prinsip yang harus di
perhatikan dalam proses pemberdayaan yaitu :
1. Kerjasama dan partisipasi. Kegiatan pemberdayaan dapat berhasil
dilakukan jika adanya kerjasama yang sifatnya solid diantaranya
masyarakat yang bisa ikut berpartisipasi aktif untuk bisa melaksanakan
program yang telah diatur sebelumnya.
2. Menggunakan metode yang tepat. Metode yang bersifat efisien dan efektif
dapat berdaya guna serta hasil untuk menciptakan kondisi sosial dan
ekonomi masyarakat.
3. Demokratis. Dalam melakukan kegiatan pemberdayaan maka sebaiknya
proses yang berlangsung sifatnya demokratis yang mempunyai arti mampu
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih metode mana
yang seharusnya di gunakan termasuk dalamnya proses pengambilan
keputusan yang di buat masyarakat sendiri.
4. Minat dan kebutuhan. Dalam pemberdayaan masyarakat harus
berdasarkan pada sesuatu yang menjadi prioritas utama dan terkait dengan
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minat dan kebutuhan masyarakat sehingga hasil yang di peroleh lebih
berguna untuk masyarakat.
5. Kelompok masyarakat bawah. Masyarakat tingkat bawah yang masuk
dalam kategori orang pinggiran dapat melaksanakan program
pemberdayaan yang diarahkan oleh pihak pelaksana.
6. Keragaman budaya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di sesuaikan
dengan keragaman budaya lokal yang ada. Karena dikhawatirkan akan
menimbulkan permasalahan yang tidak sesuainya budaya masyarakat
setempat.
7. Terarah dan spesialis. Bagian dari kegiatan pemberdayaan masyarakat
diperlukan fasilitator atau penyuluh dalam kegaiatan pemberdayaan
masyarakat. Yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan atau ahli dalam
bidang tersebut.
8. Belajar sambil bekerja. Tenaga fasilitator dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk bekerja sambil belajar dengan menggunakan teori dan
konsep yang mereka peroleh dari para fasilitator. Masyarakat dapat
melakukan kegiatan penyampaian serta gagasan secara aktif dan langsung.
9. Perubahan budaya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus di lakukan
sesuai dengan nilai budaya lokal masyarakat setempat. Maka dari itu dapat
di hindari timbulnya budaya luar di kalangan masyarakat. Kegiatan
pemberdayaan bertindak secara hati-hati dan harus mengetahui terlebih
dahulu dengan baik nilai budaya masyarakat yang menjadi sasaran
kegiatan pemberdayaan.
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10. Kepemimpinan. Kegiatan pemberdayaan dilakukan tidak hanya
menguntungkan pada satu pihak saja misalnya di kalangan mereka yang
melakukan penyuluhan. Tapi, justru yang diinginkan yaitu kegiatan
pemberdayaan ini bisa di manfaatkan tokoh masyarakat yang ada dan di
harapkan dapat membantu kelancaran kegiatan pemberdayaan.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat. Menurut
Ibrahim (1988: 122) dalam Haqqie (2016) terdapat enam faktor utama
hambatan dalam inovasi  pemberdayaan, yaitu : 1) kurang tepatnya
perencanaan atau estimasi dalam proses difusi inovasi, 2) adanya konflik dan
motivasi, disebabkan karena adanya masalah-masalah pribadi seperti
pertentangan antar anggota tim pelaksana, kurang motivasi untuk bekerja dan
berbagai macam sikap pribadi yang menganggu kelancaran proses inovasi, 3)
inovasi tidak berkembang, 4) masalah finansial, 5) penolakan dari kelompok
tertentu, 6) kurang adanya hubungan sosial.
Menurut Arsiyah (2009: 374) dalam Haqqie (2016) menyatakan bahwa
terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal antara
lain: (1) terbatasnya sumber daya manusia, (2) tidak tersedianya bahan baku,
(3) keterbatasan kemampuan manajerial, (4) tidak adanya kemampuan
mengelola peluang pasar yang ada dan terbatasnya modal usaha yang
dimiliki. Sedangkan hambatan eksternal antara lain: (1) Akses kelompok
usaha bersama (KUB) sebagai mitra pemerintah sebagai jembatan pemerintah
dengan pengusaha kurang optimal, (2) belum ada pihak swasta yang
30
memberikan bantuan modal sebagai usaha pemberdayaan ekonomi
masyarakat.
Strategi pengembangan pariwisata diyakini lebih tepat dengan
mengakselerasi pencapaiaan tujuan pariwisata bagi kesejahteraan komunitas
lokal. Berbagai proyek pengembangan pariwisata dilakukan dan dikelola agar
dapat berdampak langsung bagi peningkatan kesejahetraan masyarakat di
kawasan setempat. Pola umum yang menunjukkan bahwa inisiasi, bukan
intervensi, pihak luar menjadi syarat penting untuk memfasilitasi akses
masyarakat lokal pada pasar, sekaligus menguatkan keterkaitanya dengan
industri. Inisiasi dari pihak luar (pemerintah, LSM, industri, dan sebagainya)
harus didukung oleh partisipasi masyarakat lokal, baik yang bersifat gagasan
maupun finansial, agar pengembangan pariwisata dapat berfungsi sebagai
impuls bagi perbaikan taraf hidup mereka. Tanpa dukungan itu, pariwisata
sangat potensial menciptakan ketergantungan baru pada pihak eksternal dan
tidak memberdayakan masyarakat (Damanik, 2013).
Pelibatan masyarakat merupakan kata kunci untuk mempercepat
pencapaiaan kesejahteraan melalui pengembangan pariwisata. Kajian yang
banyak dilakukan para ahli dengan jelas menyatakan bahwa hanya dengan
keterlibatan masyarakat di dalam pengambilan keputusan, pelaksaan dan
pembagian hasil makammereka dapat memperoleh manfaat dari
pengembangan pariwisata. Pendampingan masyarakat lokal untuk
pengembangan bisnis inti dan pendukung pariwisata. Pemangku kepentingan
secara bergantian menjadi konsultan untuk memberikan pelatihan tentang
perencanaan, implementasi dan manajemen bisnis berskala kecil dan
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menengah bagi masyarakat. Disamping itu mereka juga membantu kelompok
sasaran untuk menyusun aturan main pengelola sumber daya pariwisata yang
menegaskan tanggung jawab, kewajiban dan hak masing-masing secara
proposional, sehingga menyusun proposal pendanaan yang bersumber dari
lembaga eksternal (Damanik, 2013).
Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kebudayaan dan
kepariwisataan dapat dicapai berkat keterpaduan dan kesinergian antara
kekuatan masyarakat, pemerintah, media massa dan pelaku kebudayaan dan
kepariwisataan. Pariwisata pada era global dewasa ini hendaknya lebih
dipersepsikan sebagai wahana untuk: a) Meningkatkan kualitas hubungan
antar manusia, sehingga terjalin saling pengertian lebih baik, saling
menghargai, mempererat, persahabatan, dan meningkatkan solidaritas sosial
atas dasar kesetaraan dan keadilan. b) Meningkatkan kualitas hidup
masyarakat, khususnya penduduk setempat, dalam bentuk peningkatan
kesejateraan, ekonomi, spiritual, kultural, dan intelektual. c) Meningkatkan
kualitas lingkungan hidup:lingkungan fisik atau alam dan lingkungan budaya
(Rare dan Surdin, 2017).
Promosi organisasi lokal yang dibentuk untuk kepentingan pariwisata.
Salah satu titik lemah komunitas lokal didalam pengelolaan usaha pariwisata
adalah jaringan yang lemah dan kemampuan berpromosi. proyek pariwisata,
apakah itu berbasis komunitas atau tidak, sering mengalami kegagalan ketika
semua infrastruktur sudah selesai tetapi aktivitas organisasi lokal macet.
kapasitas kelembagaan yang dimiliki oleh organisasi lokal ini sering tidak
memadai di dalam merespon ragam peluang yang diinduksi oleh
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perkembangan pariwisata. pemberdayaan ini menjadi salah satu cara untuk
meningkatkan posisi mereka di dalam pegelolaan sumber daya paraiwisata
lokal (Damanik, 2013).
Pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal sosial dan
kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkaan dan dihubungkan dengan
kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang
diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pada dasarnya,
pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial
(Sipahelut, 2010). Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang,
khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan
atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka
memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan
pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari
kesakitan; (b) menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka
dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-
jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan
dan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto 2005).
